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Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada
Universitas Wiraraja Madura, dan Center for Indonesian Reform (CIR)
atas terbitnya buku ini. Buku ini disusun dari hasil penelitian yang
dilakukan selama pandemi berlangsung di Indonesia tahun 2020-2021.
Membaca buku ini seperti mengingatkan, ada pelajaran berharga yang
diajarkan oleh covid-19 terhadap anak bangsa, bahwa pandemi pernah
membuat negara demokrasi harus berjibaku untuk menghadapinya.
Hasilnya, ada yang berhasil dengan baik, ada yang kurang berhasil
dengan baik. Negara mana yang berhasil, dan negara mana yang kurang
berhasil? Simak lengkapnya di dalam buku ini.

Madura, 1 September 2021
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" PENDAHULUAN

MT? BELAKANG

ovid-19 menjadi pandemi yang melanda
hampir seluruh negara di dunia (Dube et al., 2021).
Jumlah korban covid-19 terus meningkat dari wakr
ke waktu (Szekely et al., 2021). Banyak negara yang
berhasil menangani pandemi covid-19, bila diukur
dari sedikitnya warga yang terpapar dan jumlah korban
meninggal yang minim (AlTakarli, 2020). Namun
tidak sedikit negara yang gagal, dilihat dari tingginya
warga yang terpapar, dan banyaknya korban meninggal
fadewa et al., 2021). Semua negara yang dilanda
pandemi covid-19, sedang terus bekerja keras untuk
menangani pandemi covid-19 (Duek & Fliss, 2020).
ﬁgara—neg:n‘a yang terpapar covid-19 mengalokasikan
sumber daya yang dimiliki, baik anggaran maupun
sumber daya manusia untuk keluar dari krisis yang
diakibatkan oleh pandemi covid-19 (Mana et al.,
2021).

Di beberapa negara, terugymia negara muslim,
banyak praktik dan ritual yang rentan menjadi media
penyebaran covid-19, mencakup berkumpul di ruang
publik dengan jumlah besar, salam berbasis tangan,
dan menyentuh benda yang dianggap sakral (World
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Ith Organization, 2020). Sebuah acara tabligh akbar yang diadakan
1 masjid Sri Petaling Kuala Lumpur Malaysia pada 28 Februari hingga 1
Maret yang dihadiri oleh lebih dari 16.000 orang dari 26 negara menjadi
pusat penyebaran kasus covid-19 (Sebayang, 2020; Yong, 2020). Dua
seminar keagamaan yang diselenggarakan di Bogor Jawa Barat menjadi
sumber penyebaran covid-19 di Indonesia. Dua seminar tersebut, yaitu
Persidangan Sinode Tahunan 2020 yang dilaksanakan oleh Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat dan Seminar Platform Bisnis Tanpa
Riba yang diselenggarakan oleh Masyarakat Tanpa Riba (Adam, 2020).
mIran juga tidak luput dari covid-19, yang kemudian mentransmisi
ke Afghanistan, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar,
Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Transmisi skala global menjadi
rawan di negara-negara muslim dengan adanya wisata religi yang ada di
negara-negara tersebut (WHO, 2020). Seperti yang terjadi di Arab Saudi,
berdasarkan data 2019 ada 7,5 juta orang yang berasal dari 180 negara di
seluruh dunia yang melaksanakan ibadah umroh (Al-Tawhiq & Memish,
2019; Vahdat & Gambrell, 2020). Arab Saudi menjadi salah satu negara
yang penduduknya terinfeksi dan menjadi pusat transmisi covid-19 dari
warga yang positif, yang berasal dari berbagai negara di dunia (Ebrahim
& Memish, 2020).

Beberapa negara demokrasi, menghadapi persoalan ganda. Pada
satugssi harus melakukan pencegahan dan penanganan pandemi covid-
19, gah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan
(Khan etal., 2021). Namun pada saat yang lain, harus menyelenggarakan
pemilihan umum, yang tentu saja mengundang orang banyak, dalam
waktu bersamaan untuk datang ke tempat pemungutan suara, seperti yang
dialami Amerika Serikat (Norris & Gonzalez, 2020). Kondisi ini menjadi
potensi penyebaran covid-19 (Landman & Splendore, 2020). Selain
itu, kandidat yang ikut kontestasi pemilihan umum juga melakukan
kegiatan kampanye yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.
Mereka datang ke suatu tempat yang sama untuk mengikuti kampanye
yang dilakukan oleh kandidat. Begitu pula dengan panitia penyelenggara
pemilihan, terlibat dalam pertemuan atau rapat yang melibatkan orang

dalam jumlah tidak sedikit (Rusydi & Sulchan, 2020).

gcgara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19
Indonesia, Amerika Serikar dan Korea Selatan
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Demokrasi memiliki nilai dan semangat kebebasan (Schwelb, 1967).
Kebebasan dalam demokrasi adalah nilai inti, selai setaraan (Latimer,
2018). Di negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga memiliki
hak dan kewaigban yang sama (Arnold, 2016). Kebebasannya juga
dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Aakvaag,
2018). Warga negara yang hidup di negara demokrasi bebas melakukan
apa saja, tanpa merasa takut terhadap pemerintah yang berkuasa (Mauk,
2019). Di negara demokrasi, rakyat memiliki daulat untuk melakukan
apa saja, sepanjang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku
(Broderick, 2020). Di negara demokrasi, peraturan yang dibuat juga atas
partisipasi dan prakarsa masyarakat (Lejarraga, 2017). Doktrin demokrasi
jelas, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyar (Gutery, 2018).

Pada titik ini negara demokrasi menghadapi tantangan yang cukup
hebat dalam mengatasi pandemi covid-19 (Sohrabi et al., 2020). Covid-
19 sudah menjadi pandemi dunia (Trilla, 2020). Hampir seluruh negara
di dunia sudah terpapar, dengan jumlah korban positif mencapai jutaan
jiwa, dan jumlah korban meninggal mencapai ratusan ribu (Jung et
al., 2020). Dari hari ke hari, jumlah korban terus bertambah (Jordan
et al., 2020). Negara satu dengan negara lain silih berganti menempati
peringkat tertinggi sebaran covid-19 (Acuto, 2020; Alipio, 2020). Meski
terus berupaya mengatasi pandemi covid-19, negara-negara ada yang
seperti kewalahan menghadapi pandemi covid-19 (Dalglish, 2020).

Bagaimana tidak, dengan model penyebaran dari manusia ke
manusia, covid-19 cepat menginfeksi (Shereen et al., 2020). Tidak hanya
korban meninggal, warga yang sakit terus bertambah (Hart, 2020). Hal
menyebabkan negara-negara di dunia harus mengerahkan segenap
sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (Yee et al., 2020),
maupun daya keuangan, untuk bisa mengobati warga yang menjadi
korban covid-19 (Asyary & Veruswati, 2020). Pada saat yang sama
negara yang mengalami pandemi covid-19 juga menuju krisis keuangan
(Hiscott et al., 2019). Akibat sektor ekonomi banyak yang tidak berjalan
normal (De Vito & Goémez, 2020), perekonomian melemah (McKibbin
8 Fernando, 2020), pendapatan negara menjadi berkurang (Zhang et
al., 2020). Sementara negara tetap harus membiayai aparatur pemerintah
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dan wakil rakyat, termasuk memba}rmang negara (Handoyo et al,,
2020). Selain itu, negara juga harus memberi bantuan sosial kepada
masyarakat yang terkena dampak covid-19 (McKee & Stuckler, 2020).
Termasuk warga miskin (Hevia & Neumeyer, 2020), korban pemutusan
hubungan kerja (International Labour Organization, 2020), atau warga
lain yang tidak bisa melanjutkan usaha dan aktivitas (Gendtilini et al.,
2020).

Manusia diminta untuk berada di rumah (Feng et al., 2020),
untuk menjaga jarak fisik dengan manusia lain (Bhadoria et al., 2020),
dan menjaga aktivitas sosial (Patel et al., 2020), untuk menghindari
penyebaran yang lebih luas (Hagerty & Williams, 2020). Memang
sebelum vaksin covid-19 ditemukan, hanya ada satu cara yang dilakukan
untuk menjaga penyebaran covid-19, yaitu dengan cara menjaga jarak
(physical distancing) (Chen et al., 2020). Membatasi interaksi secara fisik
antara manusia dengan manusia (Jacob et al., 2020). Membatasi ruang
gerak manusia untuk bertemu langsung dengan manusia (Kawashima
et al., 2020). Poin ini yang sesungguhnya bertolak belakang dengan
demokrasi yang memiliki semangat dan nilai kebebasan (Hodge, 2014).
Manusia yang berada di negara demokrasi selama ini bebas melakukan
aktivitas apa saja, tanpa ada yang menghalangi (Alexander, 2012). Namun
saat ini, kebebasan tersebut dibatasi oleh covid-19 (Jean & Bouchard,
2020). Tantangan besar bagi negara demokrasi yang dilanda pandemi
covid-19 (Paital et al., 2020). Warga negara sudah terbiasa dengan
kebebasan, namun untuk mengatasi pandemi covid-19, aktivitas dan
kebebasan warga harus dibatasi (Acufa-Zegarra et al., 2020). Tentu saja
tidak mudah, di negara yang warganya sudah terbiasa bebas, kemudian
dibatasi sedemikian rupa, dilarang keluar rumah, dilarang bepergian,
dilarang kumpul-kumpul di tempat keramaian (Ibarra-Vega, 2020).

RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam buku monograf ini adalah “bagaimana
negara-negara demokrasi menghadapi pandemi covid-19?”

gcgara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19
Indonesia, Amerika Serikar dan Korea Selatan




~ Mohammad Hidayaturrabman -

TUJUAN

1.

Untuk mengetahui negara-negara demokrasi dalam menghadapi
pandemi covid-19.

2. Untuk menganalisis upaya dan strategi yang dilakukan oleh negara-
negara demokrasi dalam menghadapi pandemi covid-19.

MANFAAT

1. Bagi kalangan akademi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan
kajian mengenai negara demokrasi di dalam menghadapi dan mencari
solusi pada saat terjadi krisis.

2. Bagi pemerintah dan stakeholders terkait, penelitian ini dapat
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, masukan untuk membuat
kebijakan pada saat terjadi krisis.

3. Bagi khalayak umum, penelitian ini memberi informasi dan

pengetahuan tambahan, bahwa demokrasi dan kebebasan memiliki
tantangan dan peluang dalam mencari solusi dari persoalan yang
terjadi.

Negara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19
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KAJIAN PUSTAKA

ENGER'I'IAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal dua kata, bahasa Yunani yaitu
“demos” yang artinya rakyat, dan “kratos” yang artinya
kekuasaan. Secara bahasa demokrasi berarti kekuasaan
oleh rakyat (power by the people) (Qoroni & Wgparwati,
2021). Hal tersebut juga disampaikan oleh Abraham
Lincoln (1861), mantan Presiden Amerika Serikat.
Lincoln menyebut demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat “from the people by
the people for the people” (Hidayat & Azmi, 2018).

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi
adalah proses kelembagaan yang dilakukan untuk
mendapatkan kekuasaan melalui keputusan politik,
yang diperjuangkan dengan cara kompetisi untuk
mendapatkan suara rakyat. Schumpeter menyebut
demokrasi lebih dekat kepada kapitalisme, keduanya
memiliki hubungan timbal-balik dan hubungan sebab-
akibat (Elliott, 1994).

Bagi Lise Storm, pengertian demokrasi yang
berkembang saat ini beragam. Mulai dari demokrasi
liberal, demokrasidelegarif, demokrasiindustri, demokrasi

Barat, demokrasi Islam, semi-demokrasi, demokrasi
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fasad, dan lainnya. Namun Storm menginginkan supaya demokrasi diberi
pengertian yang lebih baru, yaitu “setiap pemerintah yang tidak otoriter itu
dapat disebut sebagai demokrasi”. Sehingga ada pemaknaan baru terhadap
demokrasi dan demokrasi lebih universal pengertiannya (Storm, 2008).
Pengertian ini yang ditawarkan oleh Juan Linz, yang menyebut bahwa
demokrasi adalah lawan dari “otokratis, otoriter, despotik, diktator, tirani,
totaliter, absolutis, tradisional, monarki, oligarki, plutokratis, aristokrat,
dan sultanistik” (Schmitter & Karl, 1991).

TEORI DEMOKRASI

Ada banyak teori demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik.
Teori demokrasi yang dikemukakan di dalam buku ini adalah teori
demokrasi menurut Hans Kelsen. Helsen kelahiran Praha, Ibukota
Republik Ceko pada tanggal 11 Oktober 1881. Helsen kemudian pindah
ke Wina, Ibukota Federal Republik Austria untuk belajar. Pada tahun 1906
ia mendapat gelar doktor di bidang hukum dari Universitas Wina. Meski
mendapat gelar doktor hukum, Kelsen punya minat dan konsentrasi
terhadap di bidang humanistik. Semangatnya untuk menekuni bidang
tersebut yang membuatnya melahirkan banyak karya, terutama karya di
bidang politik, sepanjang karir dan hidupnya. Kelsen menjadi guru besar
(profesor) tamu di Departemen Ilmu Politik University of California,
Berkeley pada tahun 1942. Tiga tahun kemudian, ia menjadi guru besar
(profesor) penuh pada tahun 1945, dan menjadi warga negara Amerika
Serikat (Ladavac, 1998).

Hans Kelsen banyak menulis karya mengenai teori politik,
termasuk demokrasi dan sosialisme. Salah satu tulisan Kelsen yang cukup
dikenal adalah idenya tentang kebebasan. Menurut Kelsen, kebebasan
merupakan hal paling esensial di dalam demokrasi. Sebab kebebasan
merupakan nilai utama yang ada di dalam diri manusia. Saat manusia
berada dalam kondisi bebas, maka manusia bebas menentukan apa saja
yang akan dilakukan oleh dirinya. Hal ini tidak hanya mencakup bebas
dari semua bentuk ikatan yang membuatnya tdak bebas. Namun bebas
juga dalam bentuk kebebasan untuk menentukan setiap kehendak.
Kelsen secara tidak langsung mengarakan bahwa tidak ada demokrasi
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tanpa kebebasan. Dan setiap kebebasan berarti menganjurkan pada
kehidupan yang demokratis. Setiap bentuk belenggu terhadap kebebasan
adalah bukan demokrasi (Kelsen, 2001).

Menurut pendapat Hans Kelsen, demokrasi tidak semata-mata
diukur dari jumlah suara mayoritas yang mengalahkan suara minoritas.
Jika yang terjadi mayoritas selalu mengalahkan minoritas, maka akan
lahir dominasi absolut. Akomodasi mayoritas dalam demokrasi adalah
keterlibatan sebanyak mungkin pihak yang ada di dalam masyarakat
untuk menyusun atau membentuk aturan dan tatanan hukum, yang akan
dijadikan pedoman bersama dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.
Ini bagian dari prinsip konstitusional dalam negara demokrasi (Vinx,
2021).

Menurut Kelsen, konstitusi menetapkan berbagai aturan dan
ketentuan yang akan menjadi panduan di dalam kehidupan demokrasi.
Hal tersebut dilakukan supaya ada ketertiban di dalam menjalankan
kebebasan dalam berdemokrasi. Teori demokrasi yang dijelaskan Kelsen
meniscayakan adanya hukum yang dibuat oleh semakin banyak orang,
untuk mengatur kehidupan orang dalam menjalankan kebebasan dalam
demokrasi. Konstitusi yang menjadi legalitas bagi semua pihak untuk
menjalankan kebebasan. (Kalyvas, 2006).

Dengan begitu demokrasi adalah demokrasi massa, yaitu demokrasi
yang melibatkan sebanyak mungkin orang, semakin banyak yang terlibat
semakin demokratis. Bukan demokrasi yang terbatas hanya dikendalikan
oleh segelintir orang, atau hanya sebagian orang. Demokrasi yang
terbatas pada sebagian kecil orang adalah demokrasi rasis. Pada akhirnya
demokrasi seperti itu harus digantikan oleh demokrasi rakyat, yang
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat banyak (Kelsen, 1955).

Akomodasi di dalam demokrasi adalah bentuk kompromi yang
menyatukan perbedaan. Akomodasi selanjutnya akan menjadi jalan untuk
menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, termasuk persoalan yang
berkaitan dengan konflik yang terjadi. Pada hakikatnya di antara perbedaan
yang ada, tidak sepenuhnya berbeda secara keseluruhan. Namun ada
bagian dari perbedaan tersebut yang memiliki persamaan. Persamaan itu
yang kemudian diakomodasi di dalam demokrasi (Mersel, 20006).
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Kebebasan memunculkan pendapat dan aspirasi dari masyarakat.
Masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terkekang,
atau takut terhadap, berbagai tindakan yang mengancam kebebasan. Di
dalam negara demokrasi kebebasan berbicara dijamin tidak hanya dalam
berbicara di ruang sidang parlemen, namun juga kebebasan berbicara
di masa saja, termasuk kebebasan pers untuk menyampaikan pendapat,
opini dan berita. Bagi Kelsen, kebebasan menunjukkan manusia
otonomi dari semua otoritas. Hal itu merupakan kebebasan esensial dari
kehidupan manusia yang diberi kebebasan sejak lahir (Baume, 2009).

Dari teori demokrasi yang ditawarkan oleh Kelsen, kompromi
merupakan hal penting untuk melihat apakah sebuah negara menjalankan
prinsip demokrasi atau tidak. Sehingga demokrasi tidak semata-mata
merupakan kebebasan yang mutlak, namun juga kompromi terhadap
kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang ada di suatu masyarakar. Maka
demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara, tidak secara otomatis
dapat dijadikan patokan atau landasan dalam kehidupan demokrasi di
negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan di dalam menjalankan
demokrasi, tergantung kepada kebiasaan yang terjadi pada suatu negara.
Banyak varian demokrasi yang ditemukan di berbagai negara di dunia.
Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi merupakan
proses yang terus mengalami dinamika dan perubahan, sebagai bentuk
kompromi antara mayoritas dengan kelompok minoritas di suartu negara
atau komunitas yang menjalankan demokrasi (Thalhah, 2009).

Demokrasi Menurut John Locke

John Locke lahir pada tahun 1632 di Somerset, Inggris. Dia lahir
dari keluarga besar yang taat beragama. Dibesarkan dalam keluarga
yang dapat berpengaruh kepada kehidupan pribadi Locke. Ada latar
belakang yang berbeda antara kehidupan keluarga Locke dengan
kehidupan Inggris pada masanya. Di dalam keluarga Locke tumbuh
di tengah keluarga yang tertib dan taat atau puritan. Kehidupannya
terdidik dengan baik, kesehatannya terjamin. Hidupnya penuh dengan
kedisiplinan. Namun di luar, kehidupan Inggris mengalami goncangan,
tidak hanya goncangan ekonomi, tapi juga goncangan sosial dan politik.
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Terjadi revolusi di Inggris yang merubah kehidupan sosial, agama dan
intelektual. Pendidikan formal ditempuh Locke di sekolah paling bagus
di Inggris pada masa Cromwell, yaitu Westminster School. Namun Locke
merasa kurang puas dengan studi yang ditempuhnya di Westminster
School, ia pindah ke Oxford pada 1652. Oxford John Locke belajar
selama 15 tahun. Pada tahun 1649-1660 kisruh politik terjadi di Inggris,
raja yang berkuasa beserta seluruh keluarga dan pendukungnya dibunuh,
tanpa proses yang jelas. Monarki dan kekuasaan Gereja Anglikan dihapus
(Wijaya, 2014).

Dalam pemikiran politik dan demokrasi Locke memiliki pandangan
yang liberal. Hal tersebut dituangkan di dalam tulisannya yang berjudul
“ The Second Treatise on Government & Essay concerning Human
Understanding.” Menurut John me kekuasaan tidak bisa dipegang
oleh satu orang, seperti kekuasaan berada di tangan satu orang raja.
Perlu ada pemisahan kekuasaan di dalam menjalankan pemerintahan.
Kongs pemisahan kekuasaan (separation of powers) pertama kali digagas
oleh John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan kekuasaan federatif, yang terpisah satu sama lain (Pham,
2001).

Demokrasi Menurut Rousseau

Jean-Jacques Rousseau yang lebih dikenpsl dengan ﬁsseau lahir
di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Sejak kecil sampai remaja,
Rousseau tumbuh sebagai seorang Calvinis Ortodoks, namun iakemudian
menjadi Katolik. Pemikiran politik dan demokrasi Rousseau melihat
bahwa manusia ke dunia membawa hak kebebasan atau kemerdekaan,
kesamaan dan hak milik. Ketiga hak tersebut merupakan hak alamiah
setiap manusia yang lahir. Merarur Rousseau, kebebasan akan terjadi
apabila ada kehendak umum. Kebebasan adalah suatu keadaan tidak
terdapatnya keinginan manusia untuk menaklukan sesamanya. Manusia
merasa bebas dari ketakutan akan kemungkinan teggdinya penaklukan
atas dirinya baik secara persuasif maupun kekerasan. Manusia bebas yang
bersepakat membentuk kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama yang

disebut sebagai kedaulatan rakyar (Wijaya, 2016).
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Menurut Suseno, bagi Rousseau, Eﬁhendak umum “adalah basis
bagi konstruksi negara. Undang-undang harus merupakan ungkapan
kehendak umum. Tidak ada perwakilan rakyat karena kehendak rakyat
tidak dapat diwakili. Rakyat sendiri harus berkumpul dan menyatakan
kehendaknya melalui perundangan yang diputuskan. Pemerintah yang
kemudian melaksanakan keputusan tersebut. Jika rakyat yang memerintah
sendiri dan secara langsung maka tidak diperlukan lagi undang-undang
dasar atau konstitusi karena yang dikehendaki rakyat adalah hukum.
Kehendak umum akan terwujud bila terdapat suatu perjanjian sosial.
Pada ta 1762 Rousseau menulis buku “The Social Contract.” Buku
tersebut kemudian menuai kecaman terutama dari pejabat. Pemerintah
Prancis, Jenewa, dan Prusia mengusirnya (Haliim, 2016).

Demokrasi Menurut ﬁumu Hobbes

Thomas Hobbes lahir di Westport (Malmesbury) Wiltshire, Inggris,
pada 5 April 1588. Hobbes lahir dari keluarga miskin, namun religius.
Orang tuanya merupakan seorang pendeta. Meski lahir dari keluarga
miskin, Hobbes dapat menyelesaikan pendidikannya di Oxford, Inggris
pada 1608. Hobbes pernah bekerja sebagai penerjemah dan penasihat
politik. Thomas Hobbes yang dikenal sebagai filsuf politik di Inggris juga
menulis buku pada tahun 1651 yang terkenal, berjudul “Leviathan.”
Karya tersebut banyak dikaji oleh para sarjana politik hingga kini
(Skinner, 1969).

Di dalam tulisannya Hobbes membahas demokrasi dengan
menguraikan tentang kontrak sosial. Berbeda dengan tokoh lain, Hobbes
menilai, demokrasi adalah sistem pemerintah yang buruk dan lemah.
Selain itu Hobbes berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah
monarki. Hal ini tidak lepas dari kondisi politik yang terjadi pada saat
itu, yaitu konflik antara Gereja Anglikan, dengan Raja Charles I. Konflik
tersebut berujung pada pemenggalan kepala Raja Charles I, atas perintah
Oliver Cromwell. Kematian Raja Charles I membuat Inggris menjadi
negara yang lemah, dan tidak lagi menjadi negara kuat secara politik,
karena dipimpin oleh sebuah komisi. Sistem monarki diganti dengan
sistem persemakmuran yang dipimpin oleh Cromwell (Brown, 1980).
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Hobbes menilai pemerintah merupakan alat untuk menjamin
keamanan bersama. Penguasa atau otoritas politik dibenarkan atas dasar
kontrak sosial, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan
dan kesejahteraan kepada semua orang yang telah mengikat dirinya
dalam kontrak sosial. Hobbes membenarkan tindakan penguasa yang
mementingkan diri karena sudah mendapat persetujuan melalui kontrak
sosial yang diberikan sebelumnya (Nursanik & Mursidah, 2020).

Demokrasi Menurut Mnntesqujeu

Montesquieu yang memiliki nama lengkap Earles—Louis de
Secondat, Baron de La Brede et de Montesquieu lahir di La Brede,
Perancis pada tanggal 18 Januari 1689. Pemikiran Montesquieu tentang
dituangkan di dalam tulisannya yang berjudul “L>esprit des Lois.”
Untuk menegakkan negara demokrasi, Montesquieu mendoro danya
pemisahan cabang kekuasaan yang mencakup kekuasaan glslatif,
eksekutif dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif
melaksanakan undan dang dan yudikatif menegakkan peraturan
perundang-undangan. Ketiga cabang kekuasaan itu berada dalam posisi
yang terpisah satu sama lain, tidak berada di dalam tangan satu orang

(Shackleton, 1952).

Montesquieu dianggap sebagai pelopor konsep tri as politica yang
sekarang banyak dianut di dalam negara demokrasi modern. Pemikiran
mengenai tiga cabang kekuasaan tersebut yang disebut dengan “trias
politica” itu ditegaskan oleh muridnya Montesquieu yang bernama
Immanuel Kant. “Tri” artinya tiga “as” artinya poros dan “politica.”
Jadi konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan ada tiga
cabang kekuasaan di dalam pemerintah demokrasi (Suherman, 2019).

Bagi Montesquieu, pemisahan poros kekuasaan merupakan hal
mutlak yang harus ada di d: negara. Hal ini dilakukan supaya
kekuasaan tidak absolut, bila berada di tangan satu orang. Kekuasaan
yang terpisah berjalan secara paralel sesuai dengan tugas dan fungsinya,
kemudian saling melakukan kontrol satu sama lain. Secara ini hal
tersebut akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan yang
berpotensi dilakukan oleh penguasa (Sugiono & Husni, 2000).
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Demokrasi Menurut %emy Bentham

Jeremy Bentham lahir di London, Inggris pada 15 Februari 1748.
Bentham dikenal sebagai orang yang cerdas sejak kecil. Pada usia 12
tahun dia sudah masuk Oxford dan lulus pada usia 15 tahun. Bentham
kemudian sebagai tokoh yang beraliran utilitarianism, positivism, dan
liberalism. Perhatiannya cukup besar pada persoalan, moral dan etika
di dalam politik. Sebagai seorang yang memiliki pandangan yang liberal
dalam politik, Bentham menilai bahwa demokrasi di dalam politik,
meniscayakan adanya kebebasan. Kebebasan di dalam kegiatan politik
harus terus dilestarikan, jangan sampai musnah. Sebagai seorang yang
memiliki perhatian terhadap etika dan moral, maka Bentham menilai,
bahwa diperlukan kebijaksanaan dan keberanian di dalam menjalankan
undang-undang yang menjamin kebebasan politik warga negara
(Lieberman, 2008).

Jeremy Bentham memiliki pemikiran yang revolusioner, yang
merasa tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi di Inggris. Bentham
dianggap sukses melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Inggris,
dengan ide dan pikiran yang kemudian dianut oleh para pengagum
dan pendukungnya. Sebagian reformasi yang terjadi di Inggris ada
sumbangsih Bentham, diantaranya mengenai hak pilih orang dewasa, hak
pilih perempuan, reformasi pemerintahan, kebebasan berbicara termasuk
kebebasan pers, dan lain-lain. Sebagai seorang liberal, Bentham sangat
menekankan kepemilikan dan hak pribadi yang tidak boleh diganggu,
apalagi dirusak oleh apapun. Namun sebagai orang yang mendasarkan
pemikirannya pada hukum dan etika, maka kepemilikan dan kebebasan
pribadi tersebut dapat diambil dengan undang-undang, seperti yang
terjadi pada penarikan hak milik pribadi, berupa pembayaran pajak yang
diwajibkan oleh negara (Viner, 1949).

Demokrasi Menurut Robert Dahl

Robert Dahl, yang memiliki nama lengkap Robert Alan Dahl lahir
di Inwood, Towa, AS pada tanggal 17 Desember 1915. Dahl memang
dikenal memiliki perhatian terhadap studi ilmu politik. Sejak 1946
sampai pensiun 1986 ia bertugas di Fakultas Ilmu Politik Universitas
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Yale. Selain itu, ia juga merupakan profesor ilmu politik di Eugene Meyer
pada tahun 1955-1964. Dahl juga menjadi Presiden Asosiasi Ilmu Politik
Amerika pada tahun 1966. Berkaitan demokrasi, Dahl memiliki yang
cukup terkenal “Democracy and its Critics.” Dahl memiliki pemikiran
strukturalis yang percaya bentuk pemerintahan demokrasi adalah negara
bangsa, sebagai kelanjutan dari negara kota yang telah berjalan sejak
awal kemunculan demokrasi. Namun Dahl masih memiliki keraguan
terhadap tidak adanya jaminan bagi penyelenggara negara dan pemegang
kekuasaan untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan untuk melayani
kepentingan publik. Sehingga, Dahl menyebut demokrasi sebagai
sesuatu yang baik. Masalah yang terjadi pada demokrasi adalah pada
pelaksanaan, bukan pada demokrasinya (Dahl, 1967).

Supaya demokrasi dapat berjalan dengan cita-cita dan keinginan,
maka ada beberapa kriteria pemerintahan yang menjalankan sistem
politik demokrasi. Pertama, adanya partisipasi efektif di kalangan warga
negara terhadap proses pengambilan keputusan dan jalannya roda
pemerintahan. Kedua, adanya kesetaraan di dalam pemberian suara, tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam memberikan
suara, tidak ada hak khusus bagi kelompok tertentu di dalam proses
pemberian suara. Ketiga, pemahaman yang mencerahkan antara para
penyelenggara demokrasi dan warga negara. Keempat, kontrol terhadap
kegiatan. Kelima, Keterlibatan warga dewasa (Dahl, 1977).

Demokrasi Menurut Ibn Rusyd

Ibn Rusyd, yang memiliki nama lengkap ﬂu al-Walid Muhammad
ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, lahir di
Cordoba, Andalusia pada tahun 520 H/ 1126 M. Ibn Rusyd berasal
dari keluarga terhormat dan terkenal keilmuannya. Kakek dan ayahnya
adalah seorang qadhi di Cordoba dan juga seorang ahli fiqih terkenal dari
mazhab Maliki. Lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang bersemangat
terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan Ibn Rusyd menguasai
berbagai bidang ilmu; mulai dari kedokteran, filsafat, hingga ilmu politik
(Siraj & Nor, 2020).
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Ibn Rusyd menuangkan pemikirannya mengenai politik dan
demokrasi pada tulisannya berjudul “Al-Dlarury fi al-Siyasah.” Ibn Rusyd
menggambarkan kota demokrasi sebagai kota yang keberadaan individu
bebas dari semua belenggu, dan bebas pula menjalankan aktivitas yang
disukai. Dengan begitu setiap individu dapat bergerak ke arah kemajuan
sesuai dengan fitrahnya dan kecenderungan alami. Di kota ini tumbuh
kelompok sosial dengan kemampuan dan keahlian yang beragam. Kota
ini berpeluang menjadi kota utama (al-madinah al fadhilah) (Fauzan,
2015).

Pemikiran Ibn Rusyd mengenai negara utama merupakan pemikiran
yang ideal, sebagaimana Plato dan al-Farabi mengemukakan mengenai
kota utama. Ibn Rusyd mendasarkan kota utama pada manfaat bersama.
Setiap orang yang hidup bebas di kota utama, dengan berbagai keahlian
yang dimiliki, bebas pula menjalani pekerjaan yang ditekuni. Namun
setiap orang dengan pekerjaan yang dimiliki harus memberi manfaat
dan kebaikan kepada kehidupan bersama. Seorang dokter yang memiliki
keahlian mengobati, harus memiliki dampak pada kebaikan berupa
kesehatan masyarakat umum. Kemampuan dokter untuk mengobati,
tidak hanya untuk dirinya saja (Halimartuzzahro, 2017).

Demokrasi ﬁﬂlﬂl‘ﬂt Jurgen Habermas
Jurgen Habermas lahir di Dusseldnrf,éefn pada tanggal 18

Juni 1929. Habermas aktif sebagai peneligeadi Institut Penelitian
Sosial di Frankfurt, di tempat tersebia asisten Theodor Adorno
pada tahun 1956. Habermas menjadi profesor di bidang filsafat dan
sosiologi yang mempelajari demokrasi pada masyarakat modern. Pada
tahun 1982 Habermas mengemuk; gagasan demokrasi deliberatif.
Demokrasi deliberatif menggugat model demokrasi perwakilan yang
tidak menempatkan rakyat dalam proses penempatan hukum secara
menyeluruh. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif memberi sorotan
tajam terhadap prosedur pembuatan Undang-undang. Semestinya terjadi
dialog diskursus baik formal maupun nonformal, antara legislatif
dengan masyarakat sipil. Demokrasi dewmtif memberikan ruang di
luar kekuasaan administratif negara yang menempatkan masyarakat pada
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posisi yang sebagai emansipatoris untuk melakukan kegiatan legislasi

melalui ruang-ruang publik (Habermas et al., 1974).

Habermas juga mengkritisi demokrasi perwakilan yang nilainya
Ekan bentuk demokrasi murni. Demokrasi perwakilan merupakan
modifikasi dari bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni. Demokrasi
deliberatif harus memberi rua ublik yang menjamin kebebasan dan
sifat kritis dari masyarakat sipil. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara
dimana saja, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kritis
berarti siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti
proses pengambilan keputusan untuk kemingan publik. Ini hal paling
mendasar dalam demokrasi, sehingga setiap warga negara memiliki
peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengarahkan
kebijakan negara dengan yang diinginkan. Setiap kebijakan publik harus
diperdebatkan dulu dan disahkan oleh publik (Habermas, 2018).

SEJARAH DEMOKRASI

Demokrasi pertama kali dikenalkan di Athena, Yunani, beberapa
abad Sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Saat itu masyarakat
Yunani dibagi pada negara kota yang jumlah penduduknya rata-rata
sebanyak 10.000 jiwa. Pada masa itu, demokrasi dikenal sebagai sistem
pemerintahan buruk. Tidak banyak orang yang tertarik terhadap sistem
demokrasi. Sehingga sistem demokrasi tidak begitu berkembang. Pada
saat itu, demokrasi dikenalkan dalam praktik kebebasan setiap orang
untuk berbicara mengenai apapun secara bebas (Subandi, 2017).
Demokrasi juga terjadi pada abad ke-7 tepatnya pada tahun 622 di
Madinah, Arab. Pelopor demokrasi adalah tokoh perubahan di Arab
yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu Nabi Muhammad
SAW. Demokrasi yang dibawa oleh Muhammad SAW tercantum dalam
Piagam Madinah. Nilai demokrasi yang terkandung di dalam Piagam
Madinah, kebebasan, kesetaraan, kompromi, dan lain-lain. Ada yang
menyebut demokrasi yang ada di dalam Piagam Madinah menunjukkan
ciri-ciri demokrasi modern (Shobahah, 2019).
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Kemudian, pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1789 terjadi
Revolusi Prancis. Kelahiran Revolusi Perancis salah satunya didorong
oleh kondisi sosial ekonomi negara yang dikuasai oleh segelintir elit, baik
elit ekonomi maupun elit agama. Maka beberapa kalangan mendorong
supaya kekuasaan dikembalikan kepada rakyat, dan orang berkuasa
harus mengemban amanah rakyat, tidak atas nama Tuhan, atau untuk
kepentingan ekonomi diri dan keluarga semata (Supardan, 2016). Pada
tahun 1788 di Amerika mulai menganut demokrasi, lewat ratifikasi
konstitusi yang mendasarkan pemerintahan yang memisahkan cabang

kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif (Muttaqin, 2020).

Negara Demokrasi Indonesia
Sejak merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang tahun 1945,
Indonesia sesungguhnya sudah menjadi negara demokrasi. Hal ini
ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan yang berlaku. Bahkan
praktik kekuasaan yang dijalankan di Indonesia di awal kemerdekaan
adalah sistem politik parlementer. Kekuasaan tidak semata-mara berada
di tangan seorang presiden. Selain presiden ada perdana menteri, yang
saat itu dijabat secara bergantian oleh para tokoh pendiri bangsa. Salah
satunya disebabkan kondisi politik yang belum stabil. Selain itu ada pula
keberadaan parlemen yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan,
pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun 1955 diikuti oleh
puluhan partai politik yang berasal dari berbagai kepentingan, kelompok,
ideologi dan lainnya.
Hal tersebut berlangsung pada pemerintahan Orde Baru, secara
formal pemilihan umum (pemilu) berlangsung secara demokratis dan
iodik. Partai politik peserta pemilu juga tetap ada, yang terdiri dari
olkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi
Perjuangan (PDI). Ketiga partai tersebut mewakili kelompok politik yang
ada di Indonesia, meliputi kelompok nasionalis birokratis dan pengusaha,
kelompok Islam dan kelompok nasional. Dalam perjalanannya dominasi
terhadap perpolitikan di Indonesia semakin mengarah ke satu kelompok,
sehingga kontrol terhadap kekuasaan semakin terbatas.
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Kondisi tersebut kemudian berubah saat reformasi terjadi di
ﬂnnesia pada tahun 1998. Rezim Orde Baru runtuh, dan kemudian
berganti dengan era reformasi. Penyelenggaraan pemilu pertama pada
era reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh puluhan partai politik
yang merupakan representasi berbagai kepentingan, ideologi dan lain
sebagainya.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia bisa dilihat pada sejarah kelahiran
Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh.
Sebelum dijajah oleh Belanda dan Jepang, wilayah yang sekarang menjadi
Indonesia, merupakan wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan
atau kesultanan yang dikuasai secara turun-temurun oleh berbagai
kekuatan yang ada. Di Jawa ada Kerajaan Majapahit yang terkenal
luas wilayah kekuasaannya. Selain itu ada Kerajaan Singosari. Di luar
Jawa, dikenal Kerajaan Samudera Pasai, dan berbagai kerajaan lain yang
eksis memerintah. Setelah Belanda masuk ke wilayah nusantara, maka
kekuasaan yang selama ini berada di rangan kerajaan-kerajaan tersebut
beralih ke tangan Belanda. Sebagai bagian dari kolonialisme, maka
Belanda menjalankan kekuasaan dengan tangan besi non demokrasi.
Tidak ada pemilihan umum, semua dikendalikan oleh Belanda, siapa
yang akan menjadi penguasa di suatu daerah, atas kemauan Belanda,
rakyat tidak memiliki hak apapun. Saat kekuasaan Belanda digantikan
oleh Jepang di nusantara, Jepang juga mengendalikan dengan sistem
kekuasaan yang terpusat, tidak ada demokrasi.

Kemerdekaan Indonesia dari penjajah Jepang dan Belanda
merupakan babak baru dalam kehidupan politik Indonesia. Kehidupan
demokrasi mulai mulai terwujud. Kedaulatan rakyat mulai dibangun.
Pertama kali dibangun mulai dari dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila
mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, terutama sila keempat mengenai
permusyawaratan. Begitu pula sila kelima berbicara mengenai keadilan
sosial. Praktik demokrasi kemudian berjalan paralel dengan banyaknya
partai politik yang lahir, tumbuh dan mengikuti berbagai kontestasi
demokrasi yang digelar pada berbagai level, hingga kini. Ada pemilihan
wakil rakyat, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
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Peluang dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia memberi
pelajaran penting bagi bangsa, bahwa Indonesia pernah mengalami
masa bulan madu dan jaya demokrasi. Hal tersebut misalnya terlihat
pada pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada tahun 1955. Pemilu
pertama yang digelar secara demokratis, tanpa kecurangan, tanpa money
politics, setiap partai bebas melakukan kampanye dan meyakinkan
pemilih sesuai dengan asas-asas demokrasi. Hal yang sama juga terjadi
pada pemilu tahun 1999, pemilu yang juga diikuti oleh puluhan partai
politik secara bebas, tanpa ada tekanan politik, dan bebas dari pengaruh
politik uang dan kekuatan lain yang mengebiri kedaulatan rakyat.

Demokrasi Indonesia juga pernah mengalami masa suram, di
mana pada masa Presiden Soekarno berkuasa juga menjalankan politik
otoriter, dengan menyatakan diri presiden seumur hidup. Soekarno
juga membubarkan partai politik yang kritis terhadap pemerintahannya
seperti yang dilakukan partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi). Tidak hanya itu, Soekarno juga memenjarakan banyak lawan
politiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan
memasung kebebasan rakyat melalui pemberlakukan Pancasila sebagai
asas tunggal untuk semua partai pﬂ]iad:m organisasi masyarakat di
Indonesia. Kemudian penggabungan partai-partai politik yang ada di
Indonesia menjadi tiga partai saja, Golkar, PPP dan PDI.

Di tengah kebebasan berdemokrasi yang lahir setelah era reformasi
di Indonesia, proses pemasungan kebebasan rakyat tidak secara
langsung dilakukan oleh pengusaha, namun oleh kekuatan yang disebut
dengan oligarki. Oligarki yang memiliki kekuatan uang dan modal
mengendalikan politik Indonesia. Sehingga tidak memiliki kedaulatan
dalam memilih, tapi uang yang menentukan.

Negara Demokrasi Amerika Serikat

Amerika termasuk negara yang sudah cukup lama menggunakan
sistem politik demokrasi. Bila dilihat dari kemerdekaan dari Inggris,
setidaknya Amerika sudah menggunakan demokrasi secara formal
pada tahun 1777. Sejak saat itu Amerika Serikat hingga kini telah
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menjadi negara demokrasi. Emnkrasi yang dipakai oleh Amerika
Serikat merupakan akar dari demokrasi ala tokoh Alexis de Tocqueville.
Demokrasi yang diharapkan mampu menghidupkan kepercayaan
masyarakat di dalam memperbaiki pemerintahan (Allen, 1998).

Semangat pada tokoh Amerika Serikat di dalam mempromosikan
demokrasi ke seluruh dunia, membuat Amerika Serikat mendapar gelar
kampiun demokrasi. Dilihat dari demografi, atau jumlah penduduk,
sebetulnya Amerika bukan negara dengan penduduk terbanyak yang
menggunakan demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.
Selain Amerika, India merupakan negara dengan penduduk terbanyak
yang menggunakan sistem demokrasi. Namun karena Amerika terlihat
sangat peduli terhadap persoalan demokrasi di dunia. Bahkan untuk
alasan pemerintahan yang tidak demokratis Amerika Serikat memerangi
Irak dan membunuh pemimpin yang dianggap otoriter, yaitu Saddam
Husein.

Memang harus diakui, bahwa pelaksanaan demokrasi di Amerika
Serikat berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan gejolak sosial
politik. Pergantian kekuasaan di Amerika Serikat selalu berlangsung secara
damai, sistematis dan menjunjung tinggi demokrasi. Pihak yang kalah
pada pemilihan presiden biasanya bersedia membantu pemerintahan
yang menang pada kontestasi pemilihan presiden. Begitu pula dengan
kampanye calon presiden berlangsung secara damai.

Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat

Demokrasi di Amerika Serikat lahir pada abad ke-18. Demokrasi
di Amerika Serikat ditandai dengan adanya deklarasi kemerdekaan dari
Inggris yang digagas oleh Thomas Jefferson. Deklarasi yang dikemukakan
oleh Jefferson kemudian mendapat persetujuan 13 pemerintah
persekutuan negara yang ]ebiPikena] dengan sebutan “Continental
Congress” yang menyatakan bergabung sebagai perserikatan negara
“The United State of America” sebagaimana diatur dalam konstitusi
yang dikenal sebagai “The Articles of Confederation 1777”. Hal tersebut
menjadi momen penting kemerdekaan Amerika dari Inggris. Deklarasi
kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi deklarasi hak asasi manusia
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dan demokrasi di Amerika Serikat. Pada tahun 1787 konstitusi Amerika
Serikat diperbaiki melalui “Philadelphia Constitutional Convention.”
(Bishry, 2019).

Presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington yang
menjabat pada tahun 1732 sampai tahun 1799. Washington kemudian
digantikan John Adams yang menjadi presiden pada tahun 1735 sampai
dengan tahun 1826. Sedangkan penggagas deklarasi kemerdekaan
Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson menjadi presiden ketiga, yang
menjabat pada tahun 1743 sampai dengan tahun 1826. Selain Thomas
Jefferson yang dikenal sebagai penggagas kelahiran Amerika Serikart,
tokoh demokrasi yang cukup terkenal hingga kini adalah Abraham
Lincoln. Lincoln menjadi presiden pada 1861 sampai 1865. Lincoln
menjadi presiden Amerika Serikat di tengah situasi yang cukup pelik,
banyak persoalan politik yang terjadi pada saat ia menjadi presiden.
Lincoln dibunuh pada tahun 1865. Salah satu ucapkan Lincoln paling
terkenal tentang demokrasi adalah “From the people by the people for
the people.” (Schwartz & Schuman, 2005).

Peluang dan Tantangan Demokrasi di Amerika Serikat

Meski mendapat julukan negara demokrasi terbesar di dunia,
demokrasi di Amerika Serikat juga menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan tersebut bila dipetakan terdiri dari dua. Pertama, politik
dalam negeri. Di dalam negeri ada fenomena kebangkitan politik
populisme. Hal ini ditandai dengan apa yang dilakukan oleh Donald
Trump dan para pendukungnya. Trump sejak kampanye pencalonan
sebagai Presiden Amerika Serikat menunjukkan gejala populisme. Paling
tidak ditandai dengan dua hal. Trump anti terhadap imigran yang
berasal dari Timur Tengah, termasuk juga Mexico. Selain itu Trump
seperti menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kaum muslim yang
berada di Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Trump juga bersikap
demokratis terhadap para pengkritiknya. Di awal-awal aksi unjuk rasa
anti Trump, ia menanggapinya dengan santai, tanpa reaksi berlebihan.
Namun belakangan Trump juga menunjukkan sifat yang anti demokrasi.
Banyak pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi kekerasan dengan aparat
kepolisian. Trump sendiri diam tidak merespon peristiwa tersebut.
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Kedua, politik luar negeri Amerika Serikat. Pemerintah Amerika
Serikat sering memberlakukan standar ganda, dalam menegakkan
demokrasi di beberapa negara di dunia. Dengan alasan menjadi negara
otoriter yang tidak memberi kesempatan bagi oposisi Amerika Serikat
menyerang Irak, membombardir kota-kota bersejarah di Irak, hingga
kemudian membunuh Saddam Hussein pemimpin yang dianggap
otoriter dan bertangan besi. Amerika Serikat ke Irak dengan alasan
mencari senjata pemusnah massal yang dibuat oleh Saddam. Namun
pada peristiwa lain, Amerika Serikat membiarkan Presiden Mesir,
Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis dikudera.

Negara Demokrasi Korea Selatan

Perjalanan Korea Selatan menjadi negara demokrasi juga cukup
panjang. Kini, setelah Korea Selatan menjadi negara demokrasi telah
mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan.
Banyak kalangan menyebut Korea Selatan sebagai keajaiban Asia “the
miracle of Asia”. Kemajuan pesat di Korea Selatan semakin terlihat
pada tahun 2005, saat Korea Selatan tumbuh menjadi negara industri
utama, yang bersaing dengan negara yang pernah menjajahnya, Jepang.
Sebagai negara industri utama, Korea Selatan menjadi produsen
peralatan elektronik terbesar yang memproduksi telepon genggam,
monitor komputer layar datar, televisi layar datar, dan berbagai peralatan
elektronik lainnya. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi produsen
otomotif dan berbagai peralatan pendukung lainnya, seperti ban dan
industri bahan serta lainnya (Darini, 2010).

Pada tahun 2019 misalnya, World Economic Outlook membeberkan
data mengenai pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Korea
Selatan yang mencapai 2,6% melampaui Inggris yang hanya mencapai
1.2%. GDP merupakan indikator yang paling banyak digunakan di
dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Capaian yang
diperoleh Korea Selatan di dalam kesejahteraan dan pertumbuhan
ekonomi, tidak lepas dari iklim demokrasi yang memberi kesempatan

ada warga negara untuk partisipasi dalam membangun perekonomian
1 Korea Selatan (Fauziah, 2019). Korea Selatan menjadi satu negara
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demokrasi yang mampu memadukan kebebasan melalui partisipasi yang
tinggi di kalangan warga negara dengan, dengan etos kerja dan budaya
disiplin masyarakat Korea Selatan, serta nilai kepasrahan terhadap apa
yang menjadi budaya leluhur. Sebuah kombinasi yang menunjukkan

hasil positf.

Sejarah Demokrasi di Korea Selatan
Sebelum menjadi negara demokrasi seperti yang terjadi saat ini,
Korea Selatan menjadi satu dengan Korea Utara yang disebut sebagai
Semenanjung Korea. Semenanjung Korea terdiri dari tiga kerajaan yang
berkuasa, yaitu Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan
Silla (Avalokitesvari, 2018). Korea Selatan pernah menjadi daerah
jajahan Jepang sejak tahun 1905 sampai tahun 1945. Perang Dunia
IT menyebabkan kekalahan di pihak Jepang membuat Korea Selatan
menuju kemerdekaan. Pembentukan Korea Selatan menjadi negara
merdeka dimulai pada tanggal 13 Agustus 1948, dengan deklarasi
pembentukan yang dilakukan oleh Syngman Rhee sebagai presiden
pertama Korea Selatan di Seoul. Kemudian pada tanggal 8 September
1951, dibuat Perjanjian San Francisco, yang salah satu pasalnya berbunyi
“Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak
kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Kepulauan Quelpart,
Pelabuhan Hamilton dan Dagelet.” (Hennida et al., 2016). Hingga tahun
1953 Korea dilanda perang yang membuat kondisi politik dan ekonomi
di Korea belum sepenuhnya stabil. Hingga tahun 1960 kondisi politik
rea Selatan juga masih diwarnai berbagai kisruh politik internal.
Pada tahun 1970-an, masyarakat sipil di Korea Selatan berusaha untuk
memperjuangkan kedudukan terhadap negara. Mereka menentang rezim
diktator pada saat itu. Bpyruh melakukan gerakan menuntut demokratisasi
.Egjak tahun 1980-an bermunculan tokoh-tokoh
politik baru Korea. Gerakan Demokrasi ngju terus membawa iklim

di dunia perburuhan

demokrasi di Korea Selatan. Pada tanggal 29 Juni 1987 lahir referendum
konstitusi yang mengubah Korea Selatan menjal@'tegara yang lebih
demokratis. Hal ini dimulai dari kepemimpinan Presiden Chun Doo
Hwan (Cotton, 1989).
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Peluang dan Tantangan Demokrasi di Korea Selatan

Masyarakat Korea Selatan memiliki kelas menengah yang terdiri
dari pekerja dan mahasiswa yang sadar terhadap kehidupan demokrasi.
Mereka terus menjadi motor penggerak demokrasi. Pada waktu tertentu
mereka tidak segan turun ke jalan berhari-hari menuntut demokratisasi
kehidupan politik di Korea Selatan. Pada sisi lain, ada kecenderungan
pada masyarakat Korea Selatan yang cenderung menerima apa yang
menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa di Korea Selatan. Hal ini
tidak lepas dari ideologi Konfusianisme.

Konfusianisme, sebagai ajaran dan ideologi yang mayoritas
dianut oleh masyarakat Korea Selatan. Dalam ajaran Konfusianisme
tingkat kepasrahan dan penerimaan yang tinggi terhadap apa yang
terjadi. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap kehidupan politik
di Korea Selatan. Penganut Konfusianisme menerima sepenuhnya
semua apa yang diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah, mereka
sepenuhnya ikut terhadapggpa yang diputuskan presiden bersama
birokrasi pemerintahannya. Eberlangsungan negara berada di tangan
presiden, masyarakat tidak perlu ikut andil, terlibat dalam pengurusan
pemerintahan (Oktaviani & Mulyana, 2018).

Hal ini membuka peluang penyimpangan dari kehidupan
demokrasi yang meniscayakan adanya keterlibatan masyarakat secara luas
di dalam pengelolaan pemerintahan. Keyakinan sebagian besar warga
Korea Selatan dimanfaatkan oleh aparat pemerintah untuk menjalankan
pemerintah dengan sesuka hati, dengan pemerintahan berjalan secara
otoriter. Ini yang memicu aksi massa pekerja dan mahasiswa pada
tahun 1980 yang menolak tindakan otoriter pemerintah, dan menuntut
penegakan kembali kehidupan demokrasi di Korea Selatan.

PANDEMI COVID-19

Beberapa kalangan, berbeda berpendapat mengenai apa itu yang
disebut dengan pandemi. Ada yang menyatakan bahwa pandemi identik
dengan tingkat penularan eksplosif. Ada pula yang berpendapat bahwa

tingkat keparahan infeksi harus dipertimbangkan. David Morens
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dan kawan-kawan mencoba merumuskan makna pandemi dengan
mengutip sejumlah sumber. Morens menyebut definisi epidemigpgbagai
penyakit yang terjadi pada skala luas terjadi pada wilayah yanggsan}ra
mempengaruhi sebagian besar populasi. Kemudian terjadi distribusi
atau menyebar secara luas digssluruh wilayah, negara, benua atau global.
Penggunaan kata pandemi pertama kali digunakan pada tahun 1666,
merujuk pada “pandemi, atau endemik, atau lebih tepatnya penyakit
vernakular (penyakit yang selalu merajalela di suatu negara).” Dua abad
kemudian, tepatnya pada tahun 1828, ahli epidemiologi dan leksikografer
edisi pertama Kamus Webster Noah Webster mendaftarkan epiqi dan
pandemi sebagai istilah sinonim. Webster menyebut pandemi influenza
tahun 1789-1790, yang merupakan satu-satunya peristiwa influenza
Amerika. Pandemi influenza tahun 1889 dan 1918 mungkin telah

mengkodifikasikan arti kata pandemi untuk sementara (Morens et al.,

2009).

Marco Ciotti dan kawan-kawan mencoba merumuskan apa yang
dimaksud dengan covid-19. Covid-19 semacam virus corona baru yang
terkait dengan SARS-CoV, dan oleh karena itu dinamai virus corona
sindrom pernapasan akut yang parah (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2
adalah betacoronavirus yang termasuk dalam subgenus Sarbecovirus.
Virus tersebut kemudian menyebar secara cepat ke berbagai negara di
dunia dan menyebabkan kematian hingga mencapai jutaan jiwa. Hal
tersebut yang menjadi dasar Covid-19 sebagai pandemi (Ciotti et al.,

2020).

DEMOKRASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Beberapa negara demokrasi, menghadapi persoalan ganda. Pada
satugssi harus melakukan pencegahan dan penanganan pandemi covid-
19, gah satunya dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan
(Khan etal., 2021). Namun pada saat yang lain, harus menyelenggarakan
pemilihan umum, yang tentu saja mengundang orang untuk datang
ke tempat pemungutan suara. Seperti yang dialami Amerika Serikat
(Norris & Gonzalez, 2020). Kondisi ini menjadi potensi penyebaran
covid-19 (Landman & Splendore, 2020). Selain itu, kandidat yang ikut
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kontestasi pemilihan umum juga melakukan kegiatan kampanye yang
mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Mereka datang ke satu
tempat yang sama untuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh
kandidat. Begitu pula dengan panitia penyelenggara pemilihan, terlibat
dalam pertemuan atau rapat yang melibatkan orang dalam jumlah
banyak (Rusydi & Sulchan, 2020). Perjuangan untuk mengatasi covid-

19 semakin berat, tantangan semakin beragam.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang meny-
elenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di tengah
pandemppavid-19 (Mutiarasari & Herawati, 2020). Sedikitnya ada 270
wilayah di lndmma yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah,
sembilan tingkat provinsi, 224 tingkat kabupaten, dan 37 kota (Rosanti,
2020). Tingginya angka penyebaran covid- 1@mli Indonesia sempat
menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah
yang mestinya digelar pada Juni 2020, ditunda ke Bulan Desember 2020
(Haridison etal., 2020). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Bulan
Desember 2020 juga dikritik banyak kalangan. Namun pemerintah tetap
melaksanakan, dengan risiko tingginya potensi penyebaran covid-19
(Ramadani & Rezah, 2021).
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RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang studi komparatif, untuk
mengkaji dan menganalisis beberapa negara demokrasi
yang ada di berbagai wilayah di dunia, yaitu Indonesia,
Amerika Serikat dan Korea Selatan. Studi dan analisis
ketiga negara tersebut kemudian dilakukan studi
komparatif, yaitu membandingkan bagaimana kondisi
covid-19 di ketiga negara tersebut. Diperbandingkan
pula bagaimana kondisi demokrasi di ketiga negara
demokrasi tersebut. Selain itu diperbandingkan pula
bagaimana ketiga negara tersebut mengatasi pandemi
covid-19. Faktor apa saja Ekg mendukung keberhasilan
mengatasi covid-19 dan faktor apa saja yang menjadi

penghambat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Penelitian mendeskripsikan kondisi negara-
negara demokrasi yang sedang menghadapi pandemi

covid-19. Dideskripsikan juga mengenai tantangan
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di dalam menghadapi pandemi baik pandemi covid-19. Selain itu
dideskripsikan juga sejarah dan dinamika demokrasi di negara tersebur.
Dideskripsikan pula faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan
negara demokrasi dalam mengatasi pandemi, dan faktor apa saja yang
menjadi penghambat.

FOKUS PENELITIAN

1. Sejarah negara demokrasi menghadapi pandemi.

2. Tantangan negara demokrasi menghadap pandemi covid-19.

3. Upaya negara demokrasi, Indonesia, Amerika dan Korea Selatan
menghadapi pandemi covid-19.

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di tiga negara demokrasi, yaitu Indonesia,
Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut dipilih,
sebagai negara yang merupakan negara demokrasi, yang berhasil dan

gagal di dalam menghadapi pandemi covid-19.

%’I‘RUN[EN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peneliti
sendiri yang menggunakan perangkat ketik seperti laptop, gadger, dan

beberapa perangkat lain.

SUMBER DATA

Data yang dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu;
media online yang terbit atau publish di ketiga negara demokrasi,
yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, serta beberapa
media online lain yang terbit di luar ketiga negara tersebut. Selain dari
media online, data juga diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan
internasional yang mengulas berbagai penelitian berkaitan dengan covid-
19 dan demokrasi.
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TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran dokumen
yang ada di berbagai media online dan jurnal yang terbit online di
Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan dan lain-lain.

TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis data menjadi satu bagian yang cukup penting atau bahkan

bisa jadi paling penting dari tahapan penelitian. Sebab salah menganalisis
data, akan salah pula dalam pembahasan dan penyajian hasil penelitian.
Analisis data yang baik juga akan menghasilkan ulasan dan sajian
penelitian. Menganalisis data tak ubahnya seperti pekerjaan menafsirkan
data, mengatur, mengururkann)pesuai dengan kaidah penelitian yang
baik dan berkualitas. Analisis data di dalam penelitian ini mengacu
kepada analisis data yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (Bungin,
al 5: 148). Analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, kemudian
melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan revisi dan pengecekan
ulang terhadap data yang ada.

2.  Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang didapat.

3. Menelusuri dan menjelaskan informasi yang telah dikategori-
sasikan.

4.  Menjelaskan hubungan-hubungan informasi yang dikategori-
sasikan.

KEABSAHAN DATA
Untuk mendapatkan data yang absah, maka dilakukan langkah-

hngkah berikut:

1. Reduksi data. Yaitu proses mengorganisasi, mengelompokkan, dan
menganalisis teks atau bahan visual yang telah dikumpulkan mulai
awal penelitian, bahkan sebelum tahap pengumpulan darta sekalipun.
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi
data dengan memberikan kode atau simbol terhadap setiap kategori
informasi.

ﬂegam Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19
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2. Penyajian data. Yaitu proses penyajian data berdasarkan kategori
yang telah dibuat pada tahap reduksi data. Melalui penyajian data
dapat dilakukan eksplorasi, deskripsi, menjelaskan, dan memprediksi
an:}mena. Penyajian data ini dilakukan mulai setiap kategori,
selanjutnya dikonsolidasikan atau dikombinasikan, sehingga dapat
dilakukan korelasi-korelasi antar kategori. Kombinasi data ini dapat
dilakukan melalui penyusunan matriks atau jaringan baik dalam
bentuk tabel maupun gambar (Hays & Singh, 2012: 318). Melalui
penyajian data ini maka dapat diambil penjelasan-penjelasan dari
setiap kagagori, sehingga dapar digunakan untuk menginterpretasikan
temuan data penelitian.

3. Verifikasi data. Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian
data yang telah disusun dengan menggunakan metode triangulasi.
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya distorsi data dan
informasi yang telah diperoleh, sehingga dilakukan cek dan ricek,
mengecek ulang data yang diperoleh, dengan sumber atau dengan
data lain yang terkait. Triangulasi dilakukan antara data dengan
sumber, atau antara sumber dengan sumber lain, atau data dengan
data lain.

PENYAJIAN DATA

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai
dengan topik dan pembahasan yang relevan. Data tersebut kemudian
dianalisis. Sehingga menemukan jawaban dari dua rumusan masalah
yang dikemukakan di awal, yaitu menjawab bagaimana negara-negara
demgkrasi menghadapi pandemi covid-19?

ata yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kara-kara

dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian
kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.
Sering kali data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung
dari sumber. in itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan
dalam bentuk deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari
kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan
kata-katanya sendiri (/ife history).
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Meski begitu tetap saja penelitian ini menyajikan tabel yang
ditujukan untuk memudahkan membaca dan menganalisis hal-hal yang
sekiranya perlu dibuat tabel. Begitu pula dengan foto-foto terkait dengan
penelitian akan disajikan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini
disajikan dalam gambaran yang utuh tidak sepotong-sepotong.

gﬁgﬂ.ﬂl Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19

Indonesia, Amerika Serikar dan Korea Selatan
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gtgara Demokrasi Menghadapi Pandemi Covid-19

Indonesia, Amerika Serikar dan Korea Selatan




BAB [V

HASIL DAN
PEMBAHASAN

PANDEMI COVID-19 yang terjadi di banyak negara
telah menyebabkan kematian jutaan orang. Di antara
negara-negara yang mengalami pandemi COVID-19
adalah negara-negara demokrasi, seperti Indonesia,
Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di Indonesia,
hingga 30 Januari 2021, jumlah yang terinfeksi mencapai
1.066.313 orang dan jumlah kematian 29.728 orang.
(Nugraheny, 2021). Pada periode yang sama, Amerika
Serikat memiliki jumlah warga yang terinfeksi tertinggi,
mencapai 26.631.311 kasus dan 449.000 kematian.
(Bosman & Donald, 2021). Sedangkan di Korea Selatan,
jumlah warga yang terinfeksi mencapai 86.992 orang dan
jumlah kematian mencapai 1.557 orang (http://ncov.
mohw.go.kr/en/). Berikut tabel data korban COVID-19
di tiga negara (Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea
Selatan) Januari 2021 (Tabel 1).

35




~ Tta Rabmania Kuswmatvati -

Tabel 1. Data korban COVID-19 di tiga negara pada Juni
2021. (Sumber: www.kompas.com, www.nytimes.com,
http://ncov.mohw.go.kr/en/, 30 Januari, 2021).

Jenis Indonesia fmarika LS Dunia

Serikat Selatan
Terpapar 1,066,313 26,631,311 86,992 1174.000.000

orang orang orang orang
Mati 29,728 449,000 1,557 3.750.000
orang orang orang orang

Tiga negara demokrasi; Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea
Selatan memiliki fenomena yang sama untuk dianalisis melalui pendekatan
sistem politik, sejarah menghadapi pandemi, respon pemerintah, dan
biaya penanggulangan COVID-19. Keempat pendekatan di atas dipilih
untuk membahas pandemi dan demokrasi karena ketiga negara ini
memiliki kesamaan fenomena terkait penanganan COVID-19 pada
keempat pendekatan tersebut, meskipun masing-masing memiliki
metode penanganan yang berbeda.

SISTEM POLITIK
Sistem Politik di Indonesia

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia
telah membentuk berbagai tim ad hoc yang Saﬁt disayangkan karena
mekanisme kerjanya yang tumpang tindih. Presiden Joko Widodo
membentuk Panitia Penang COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional yang dipimpin oleh Menteri Kooggnator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto. Pembentukan panitia tersebut berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 (Intan, 2020). Sebelumnya,

siden Jokowi membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 melalui
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020, yang kemudian
diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus tugas
tersebut dipimpin oleh Doni Monardo (Bramasta, 2020). Padahal
banyak menteri lain yang juga ditugasi menangani pandemi COVID-19,
Sﬁetti Kemenkes, Kemendagri, Polri, dan lain-lain. (Fealy, 2020).
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Joko Widodo sebagai perwakilan pemerintah pusat telah
menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga jarak fisik melalui
pembatasan sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah
daerah agar perekonomian masyarakart tetap berjalan. Sebagai perwakilan
dari pemerintah pusat, ia berusaha untuk mempertahankan tingkat
infeksi dan kematian yang rendah untuk menenangkan warga dan
menghindarkan mereka dari ketakutan. Pemerintah pusat juga tidak
melarang masyarakat untuk kembali ke kampung pslaman sebagai upaya
lockdown. Namun, hal sebaliknya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan yang merekomendasikan untuk menutup ibukota
sepenuhnya karena tingkat infeksi yang tinggi dan menutup rute bus ke
desa-desa untuk mencegah warga Jakarta menyebarkan virus di daerah
lain. (Mietzner, 2020). Mengenai perbedaan kebijakan ini, EP, guru besar
Universitas Indonesia, menyatakan, “Pemerintah Indonesia tidak bisa
menghadapi bencana dan pandemi seperti COVID-19. Hal ini terlihat dari
belum jelasnya koordinasi antar instansi pemerintah di Indonesia, antar
kementerian, pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten dan kecamatan.
Menangani pandemi seperti COVID-19 tidak hanya membutubkan
kebijakan tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik antar instansi
pemerintah di tingkat pusat dan daerah.” (EP, Guru Besar Universitas
Indonesia, dalam Webinar Internasional “Governance and Public
Administration Issues in the Di Tengah Pandemi Covid-19: Pengalaman
Negara dan Kerjasama Regional”, Kamis, 7 Mei 2020).

Sistem Politik di Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat juga memiliki banyak instansi yang
dirugaskan untuk menangani pandemi COVID-19. Di antara lembaga-
lembaga ini adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan
AS (HHS) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC)
(Digital.gov, 2020). Lembaga lain termasuk Administrasi Anak dan
Keluarga, Administrasi Kehidupan Masyarakat, Dewan Penasihat
Pelestarian Sejarah, Komisi Regional Appalachian, Klinik Angkatan
Darat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Pusat Medicare dan
Medicaid, dan Kepala Dewan Pejabat Sumber Daya Manusia (Almeida
& Oliveira, 2020).
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Kurangnya respon awal Amerika Serikat karena ketidakmampu-
an atau keengganannya untuk mengakui ancaman virus telah
mengakibatkan pemerintahan Trump gagal melakukan tanggapan yang
jelas terhadap COVID-19, meskipun publik sangat menyadari tindakan
yang diperlukan. (Bowling et al., 2020). Tanggapan tersebut ditemukan
tidak memiliki komitmen politik yang konsisten untuk menyesuaikan
institusi yang ada dengan ancaman yang berkembang pesat, terutama
ketika mempertimbangkan pengaturan institusional untuk epidemi
COVID-19 oleh Amerika Serikat (Carter & May, 2020). Ketika Amerika
Serikat mengumumbkan kasus pertamanya pada 21 Januari 2020, warga
minta pemerintah untuk cepat melacak dan membatasi penyebaran
virus. Menanggapi hal ini, Trumph menugaskan Wakil Presiden Mike
Pence untuk memimpin gugus tugas COVID-19 di tingkat federal.
Tindakan yang dilakukan adalah menghentikan upaya mitigasi dan
melarang perjalanan wisatawan asing dari 25 negara Eropa (Devi,
2020). Ini menghasilkan apa yang diumumkan pada pertengahan Maret
tentang komitmen pemerintahnya. “Kami menggunakan kekuatan penuh
dari pemerintah federal untuk mengalabkan virus, dan itulah yang telab
kami lakukan untuk menjadi tidak berguna.” (Parodi & Liu, 2020). San
Francisco adalah kota pertama di AS yang memberlakukan mandat
tinggal di rumah; dan California adalah negara bagian pertama yang
memberlakukan residensi di seluruh negara bagian. Negara bagian
yang paling parah terkena virus, seperti Washington dan New York,
menunjukkan komitmen sub nasional dan penyerapan ide-ide yang
terfragmentasi dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti jarak
sosial, pembatasan perjalanan, dan pengujian virus (Evans & Steven,

2020).

Sistem Politik di Korea Selatan
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Korea

Selatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengeluarkan
undang-undang baru tentang penggunaan teknologi informasi untuk
mengumpulkan data telekomunikasi warga dari jarak jauh yang dapat
melacak potensi kasus COVID-19 pada individu. Kementerian Kesehatan
juga mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk menyampaikan
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informasi tentang pasien yang berpotensi terinfeksi. Warga diberikan hak
untuk menjalani tes penyakit baru dengan biaya ditanggung pemerintah
(Stasavage, 2020). Menurut GHK dari Sungkyunkwan University Korea
Selatan: “Keberhasilan Korea Selatan dalam menangani COVID-19 dapat
dilihat melalui kontrol ketat terbadap efeknya dengan mempelajari kasus
SARS pada tahun 2003 dan MERS 2015. Selain itu, ada dukungan
publik, misalnya, untuk 3.000 peserta medis yang secara sukarela terlibat
dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Korea Selatan sendiri terbilang
cekatan dalam segera menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai,
termasuk alat tes COVID-19 yang inovatif lengkap dengan data yang tersaji
rapi. Terakbir, pemerintabh juga memberikan pelayanan jaminan kesehatan
yang komprehensif namun murah bagi warganya’ (GHK, Guru Besar
Sungkyunkwan University, Korea Selatan dalam Webinar Internasional
“Masalah Pemerintahan dan Administrasi Publik di Tengah Pandemi
COVID-19: Pengalaman Negara dan Imperatif Kerjasama Regional,
Kamis, 7 Mei 2020).”

Seperti yang disampaikan GKH, pemerintah Korea Selatan cukup
gesit dalam menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai,
menjamin pelayanan kesehatan yang komprehensit namun murah, serta
menyediakan alat tes COVID-19 yang inovatif dan lengkap dengan
data yang rapi. Pemerintah Korea Selatan juga sangat fokus pada strategi
penanggulangan epidemi berbasis I'T yang meliputi dokumentasi,
pemodelan, dan pelacakan kontak, untuk mengidgegifikasi sumber
infeksi yang beredar di masyarakat. Fokusnya adalah melacak individu
yang terinfeksi dan siapa saja yang telah melakukan kontak dengan
mereka (Y. Park et al., 2020).

Kendala utama penerapan pelacakan kontak ini adalah Undang-
Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA) tahun 2011, yang
melarang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi
tanpa persetujuan dari individu yang memilikinya (Sangchul Park et
al., 2020). Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan kewenangan
kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOH), Lembaga
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (CD PCA); dan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) untuk
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mengabaikan ketentuan khusus PIPA. Lembaga-lembaga ini diizinkan
mengumpulkan, membuat profil, dan berbagi kategori dara yang berkaitan
dengan individu yang terinfeksi atau diduga terinfeksi. Sedangkan data
khusus yang dikumpulkan meliputi data lokasi, informasi identitas diri,
rekam medis dan resep, catatan keimigrasian, data transaksi kartu kredi,
kartu debit, kartu prabayar, catatan pas transit angkutan umum, dan
rekaman closed circuit television (CCTV). KCDC diperbolehkan untuk
berbagi data dengan pemerintah nasional, kota (lokal), lembaga asuransi
kesehatan nasional, dan profesional perawatan kesehatan dan asosiasi
mereka. KCDC juga dapat mengirim data dengan cepat ke penyelidik
epidemiologi (Shi etal., 2021).

Kementerian Kesehatan akan menggunakan data tersebut untuk
memilah tingkat keparahan pasien dan menentukan rute dan sarana
transportasi bagi mereka yang terinfeksi, institusi medis yang harus
merawat mereka, dan status kesehatan orang-orang yang terkait dengan
mereka. Beberapa pemerintah kota bahkan menggunakan data tersebut
untuk menentukan rute yang sangat rinci, nama restoran, nama toko,
dan tempat bisnis lain yang boleh dikunjungi oleh penduduk yang
terinfeksi. Ahli epidemiologi juga mengaku sangat terbantu dengan
menggunakan sistem TT terintegrasi yang menghemat sumber daya
dan dapat mengotomatiskan seluruh proses pelacakan (D. Lee & Lee,

2020).

SEJARAH MENGHADAPI PANDEMI
Sejarah Indonesia Menghadapi Pandemi

Indonesia selama ini abai dengan beberapa wabah yang terjadi di
masa lalu, yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Pada
tahun 1911, lebih dari 60.000 orang meninggal karena wabah kolera
(Simanjuntak et al., 2001). Epidemi lain yang juga menewaskan banyak
orang di Indonesia adalah Malaria, yang merupakan salah satu dari
sepuluh penyakit paling mematikan di dunia saat itu, dengan jumlah
kematian hampir setengah juta orang. (Sipe & Dale, 2003). Tuberkulosis
(TBC) merupakan penyakit jkutnya yang melanda Indonesia
dan menempati urutan kedua di dunia. Menurut data World Health
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Organization (WHO), jumlah kematian akibat tuberkulosis di Indonesia
mencapai 300 orang per hari (Simamora, 2017).

Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertamanya pada
Maret 2020. Sejak itu, para ilmuwan yang menangani kasus COVID-19
di Indonesia menilai banyak kekurangan (Rochmyaningsih, 2020) karena
pengumuman kasus pertama oleh Indonesia dikatakan terlambat. Setelah
informasi tersebut, terjadi lonjakan jumlah warga yang terkonfirmasi
positif Covid-19. Kelambanan pemerintah Indonesia dalam menanggapi
COVID-19 diperparah dengan minimnya metode ilmiah dalam
menangani kasus tersebut. Melalui beberapa pejabat di pemerintah
pusat, pemerintah Indonesia dengan bercanda mengklaim bahwa
masyarakat kebal terhadap COVID-J8aMeski Universitas Harvard telah
memperingatkan dan menyarankan bahwa Indonesia adalah salah satu
negara yang sangat rentan terhadap penularan COVID-19, Kementerian
Kesehatan RI membantah fakea tersebut. Selain itu, berbagai media
internasional dan lembaga kesehatan asing juga menyoroti kemampuan
pemerintah dan ilmuwan Indonesia yang dianggap tidak ahli dalam
mendeteksi dan mendiagnosis gejala dan penyebaran COVID-19 (Olivia
et al., 2020).

Sejarah Amerika Serikat Menghadapi Pandemi

Pada tahun 1918, Amerika Serikat mengidentifikasi pandemi
influenza (HIN1). Pandemi ini, juga disebut flu Spanyol, diklaim
sebagai yang paling parah di seluruh dunia, karena jumlah kematian
diperkirakan setidaknya 50 juta di seluruh dunia (Jester et al., 2019). Di
Amerika Serikat saja, jumlah korban tewas selama penyebaran mencapai
675.000. Bertahun-tahun kemudian pada tahun 2009, virus HINI
baru muncul dan menginfeksi Amerika Selatan, mengakibatkan ratusan
kematian (Goni et al., 2012). Wabah lain di Amerika adalah demam
berdarah, yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1960 di Amerika
Selatan dan Amerika Tengah dan berlangsung hingga tahun 1980
(Morse, 2007). Kasus demam berdarah di Amerika Serikat mencapai
344.203 dan jumlah kematian 150 juta di seluruh dunia (Pinheiro &
Nelson, 1997).
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Saat ini, COVID-19 juga telah bergabung dengan sejarah pandemi
Amerika Serikat karena menyebar dengan cepat secara nasional.
Sejak kematian pertama dari kasus COVID-19 dikonfirmasi, tingkat
penyebaran di berbagai wilayah dan negara bagian di Amerika Serikat
meningkat, sementara jumlah kematian tidak dapat dicatat dengan
cepat. Selama tahun 2020, Amerika Serikat masih berada di peringkat
tertinggi di dunia untuk COVID-19 (Tian et al., 2021).

Sejarah Korea Selatan Menghadapi Pandemi

Pada tahun 2015 Korea Selatan menghadapi pandemi virus MERS
(Middle East Respiratory Syndrome). Kasus pandemi MERS yang terjadi,
dibawa oleh warga yang melakukan perjalanan dari Timur Tengah. Virus
MERS sudah menyebar di Timur Tengah beberapa tahun sebelum
masuk ke Korea Selatan. Akibat insiden ini, puluhan warga Korea
Selatan tewas. Pemerintah Korea Selatan mengkarantina 3.680 orang dan
menutup 2.900 sekolah (Cowling et al., 2015). Menanggapi kritik ini
dan 38 kematian yang disebabkan oleh MERS, Korea Selatan mengubah
Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular
untuk memperluas wewenang Menteri Kesehatan selama wabah dan
memastikan hak warga negara untuk mengetahui jalur infeksi virus. Sejak
2015, Pusat Pengendalian Penyakit Korea Selatan (KCDC) juga terus
meningkatkan staf dan pelatihan epidemiologinya dengan membentuk
divisi khusus untuk penilaian risiko, operasi darurat, komunikasi krisis,
dan koordinasi mitra (globalpolicyjournal.com, 2020).

Pada tahun 2003, Korea Selatan juga memiliki pengalaman
menangani virus SARS yang sebelumnya menyebar di China. Virus
ini juga telah melanda beberapa negara di dunia. Korea Selatan pernah
mengalami virus SARS selama enam bulan (S. S. Kim et al., 2005). Meski
berdampak pada faktor ekonomi di Korea Selatan, namun kematian
akibat virus SARS berhasil diminimalisir oleh Pemerintah Korea Selatan.

(K.-M. Lee & Jung, 2019).
Kegagalan selama wabah MERS pada tahun 2015 membuat Korea

Selatan membangun infrastruktur respons kesehatan dengan secara
cepat memperluas kapasitas pengujian tingkat tinggi pada minggu-
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minggu pertama epidemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam dua
minggu, ribuan alat uji tersedia. Pada 29 Februari, jumlah kasus baru
yang dikonfirmasi memuncak pada 909. Tetapi hanya dalam enam hari,
jumlah ini berkurang setengahnya menjadi 438 pasien pada 5 Maret.
Pada 9 Maret, ini semakin berkurang menjadi 248 kasus. Pada 12
Maret, Korea Selatan menguji 20.000 orang per hari, yang merupakan
tingkat pengujian per kapita tertinggi secara global. Jumlah ini juga terus
menurun, seiring dengan jumlah kasus dan terduga (S. S. Kim et al.,

2005).

RESPON PEMERINTAH

Respon Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak menerapkan undm—und:mg karantina
yang ada. Presiden Joko Widodo malah membuat Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Peraturan
Pemerintah menyebutkan defisit anggaran negara dapat mencapai
lebih dari 3% dari produk domestik bruto. Peraturan Pemerintah ini
juga melindungi penyelenggara program COVID-19 dari tuntutan
pidana, dan mengambil alih peran legislatif dalam fungsi anggaran
(Thejakartapost.com, 2020).

Hal ini dianggap sebagai keputusan dan tindakan yang dapat
merusak nilai-nilai demokrasi, dan menjadi tanda bahwa Indonesia
sedang memasuki penyimpangan demokrasi. Menurut AA, Guru Besar
UIN Syarit Hidayatullah. “Penerapan demokrasi di Indonesia tidak
mengarah pada demokrasi yang baik, apalagi di masa pandemi. Peraturan
pemerintah mengambil alih fungsi anggaran yang menjadi hak DPR RL
Namun DPR RIjuga setuju dengan hal tersebut. “Mengabaikan peradilan,
dengan menaikkan biaya jaminan kesehatan, meskipun Mahkamah Agung
telah membatalkan keputusan presiden tentang kenaikan itu, sekarang sedang
diangkat kembali. Peningkatan ini sangat merugikan banyak orang kecil.
Kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, justru
berbahaya, dapat memudahkan pandemi COVID-19, dan penanganannya
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akan berlarut-larut. Kebijakan yang saling berbenturan saling bertentangan
dan saling bertentangan. Tidak sejalan dengan apa yang diperjuangkan
tenaga medis.” (AA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dalam Kajian
Online FOTDA tentang Kepemimpinan Pemerintah dalam Memerangi
Pandemi Covid-19. Diakses pada Selasa, 19 Mei 2020).

Respon Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat belum memberlakukan undang-
undang baru terkait pandemi COVID-19. Sebaliknya, mereka terus
menetapkan berbagai aturan dan kebijakan untuk menghadapinya. Di
antara kebijakan yang dibuat adalah tidak memberlakukan lockdown,
dengan alasan buruk bagi perekonomian Amerika. Meski begitu,
Trump melarang warga Amerika untuk bepergian ke China dan Eropa,
termasuk negara lain yang terpapar COVID-19. Trump kemudian
sibuk mempolitisasi masalah pandemi COVID-19 (Balogun, 2020).
Biden, yang menggantikan Trump, kemudian memperluas kebijakan
penggunaan masker di tempat umum. Pandemi COVID-19 telah
menciptakan krisis yang menentang pemerintah pusat dan daerah
untuk berinovasi dalam menanggapi masalah baru yang diperkuat oleh
hambatan strukeural dan kesenjangan sosial (Badger & Michel, 2020).

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Amerika
terkait undang-undang dan peraturan Negara yang harus dibuat dan
dijalankan dalam menghadapi COVID-19. Kesulitan utama dalam
mencapai hal ini adalah sentralitas pemerintah federal dan kebiasaan
mencirikan pemerintah daerah sebagai non-profesional. Di sisi lain,
tradisi sentralis dan ketidakseimbangan sumber daya dan informasi
membuat pejabat daerah sulit mempercayai perilaku pejabat nasional.
Contoh dari kurangnya kepercayaan ini adalah kenyataan bahwa banyak
pemerintah subnasional memiliki aturan dan tindakan yang lebih ketat
daripada pemerintah nasional, yang memberikan contoh praktik yang
dapat meningkatkan kepercayaan antar tingkat pemerintahan dengan
mengubah pengaturan kelembagaan dan juga memberikan lebih banyak
kekuatan kepada otoritas lokal (Cruz et al., 2020).
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Respon Pemerintah Korea Selatan

Sejak kasus pertama dilaporkan terjadi di Korea Selatan pada
Januari 2020, komite pelayanan kesehatan segera merekomendasikan
penguatan kontrol perbatasan dan protokol desinfeksi (Her, 2020a).
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea juga menyerukan
untuk menghindari pertemuan kelompok pribadi, olahraga dalam
ruangan, mengadakan perjamuan, dan pertemuan lainnya di tempat
kerja (S. Y. Park et al., 2020). Kebijakan lainnya adalah menentukan
lokasi perawatan untuk setiap pasien menggunakan sistem triase dan
mengharuskan semua kasus yang dikonfirmasi untuk tinggal di area yang
ditentukan di bawah pengawasan. Aturan selanjutnya yang ditetapkan
oleh pemerintah & tenaga kesehatan adalah pembentukan 600 situs
skrining COVID-19, klinik kesehatan masyarakat, pusat drive-through,
dan situs skrining online, skrining drive-through (Her, 2020b).

Aplikasi kuesioner skrining COVID-19, penyediaan dan
pendistribusian alat pelindung diri, dan penggunaan Global Positioning
System (GPS). Strategi penahanan epidemi berbasis TI mencakup
dokumentasi, pemodelan, dan pelacakan kontak. Upaya pemodelan
dilakukan untuk menemukan sugseer potensial infeksi yang didapat
dari masyarakat. Fokusnya adalah melacak individu yang terinfeksi dan
siapa saja yang telah melakukan kontak dengan mereka (You, 2020).
Untuk mempercepat ini, pemerintah bekerja sama deng: stitute for
Prevention and Control of Infectious Diseases (CD PCA), Kementerian
Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Korea (KCDC) mengumpulkan, membuat profil, dan berbagi
kategori data, berkaitan dengan individu yang terinfeksi atau dicurigai
terinfeksi (Sangchul Park et al., 2020).

Berkat penerapan aturan dan kebijakan ini, lebih dari 15.000 tes
skrining dapat dilakukan dalam satu hari. Pergerakan pasien untuk
mencegah penularan lebih lanjut dapat dengan mudah diidentifikasi, dan
sosialisasi peta pergerakan kepada penduduk untuk melakukan tindakan
pencegahan tambahan dilakukan dengan baik. Demikian juga kewajiban
menggunakan masker dan menjaga jarak fisik lebih dari 2 meter untuk
menghindari penularan melalui kontak langsung, droplet pernapasan,
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dan partikel virus aerosol juga semakin diperkuat (Jin et al., 2020). Untuk
tingkat yang lebih besar, karena kehidupan rutin dan kondisi ekonomi
juga berpengaruh, para profesional kesehatan menuntut metode kontrol
perbatasan yang ketat, penguncian, larangan rapat, larangan ekspor
peralatan pelindung pribadi, dan tindakan pengendalian infeksi lainnya
secara ketat (He et al.,, 2020). Di Korea Selatan, transparansi pemerintah
dan KCDC telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan
memperkuat efektivitas penanganan pandemi di Korea Selatan (Choi,

2020).

BIAYA MELAWAN COVID-19
Biaya Melawan Covid-19 di Indonesia

Penyusunan anggaran bwja negara menjadi bagian penting
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penanganan COVID-19
membutuhkan biaya yang tinggi dan membutuhkan dana yang besar
untuk mengatasinya. Pemerintah di berbagai negara demokrasi memiliki
kebijakan yang berbeda dalam menganggarkan dana untuk pandemi
COVID-19. Indonesia pada 2020 menganggarkan Rp 578 triliun untuk
menghadapi pandemi COVID-19. Dana tersebut disalurkan untuk
berbagai sektor, seperti ekonomi, masyarakat, kesehatan, dan lain-lain.
Namun, dari jumlah tersebut, sektor kesehatan mendapat anggaran
paling kecil, yakni hanya 70 triliun rupiah. Ketika anggaran kesehatan
harus dinaikkan, pemerintah justru menaikkan iuran jaminan kesehatan
bagi rakyatnya. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia
telah menaikkan biaya jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S). Sedangkan sektor lain
seperti perempuan mendapat porsi yang cukup besar, seperti sektor
bantuan sosial (Agustino, 2020).

Biaya Menghadapi Evid- 19 di Amerika Serikat

Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat menganggarkan $8,3
miliar untuk menangani pandemi COVID-19. Dana tersebut tersedia
pada bulan Maret dan dialokasikan ke fasilitas Departemen Luar Negeri
untuk mengevakuasi kedutaan AS di negara-negara yang mengalami
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pandemi COVID-19 untuk pasokan medis, penelitian, dan pengujian
vaksin. Vaksin ini kemudian menerima tambahan $105 miliar dalam
kredit pajak baru-baru ini karena dampak COVID-19 dan $192 miliar
untuk menutupi defisit anggaran federal hingga 2030 (Congressional
Budget Ofhce, 2020). Tingkat kesehatan publik negara bagian dan
lokal sangat bervariasi di seluruh Amerika Serikat, tetapi kesenjangan
pendanaan yang terus-menerus juga tetap ada (Humphries et al., 2020).
RUU stimulus virus corona ketiga yang baru-baru ini ditandatangani
oleh Presiden memimpin Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
(CDC) untuk menyediakan $ 4,3 miliar kepada organisasi kesehatan
masyarakat lokal, negara bagian, dan federal untuk meningkatkan upaya
kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap COVID-19 (Maani &
Galea, 2020).

Banyak rumah sakit mengalami lonjakan pasien sakit kgsais
dengan krisis keuangan yang buruk (Fried et al., 2020). Situasi ini telah
menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama
untuk rumah sakic pedesaan. Dari 4663 rumah sakit untuk perawatan
penyakit akut di AS, sekitar 47% berlokasi di daerah pedesaan di 49
negara bagian (Millett et al., 2020). Untuk itu, lembaga seperti Federal
Recovery, Coronavirus Aid Relief dan Economic Security Act, dan
Program Perlindungan Gaji telah memberikan bantuan jangka pendek ke
rumah sakit pedesaan. Medicare dan beberapa pihak swasta lainnya juga

telah menawarkan bantuan sementara (Khullar et al., 2020).

Biaya Menghadapi Covid-19 di Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan menerapkan anggaran tambahan yang
fokus pada penanganan krisis. Undang-undang Keuangan Nasional
diberlakukan untuk menentukan kondisi anggaran tambahan. Pasal
89 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat merumuskan
rancangan anggaran tambahan dalam salah satu peristiwa seperti perang
atau bencana skala besar, perubahan signifikan seperti resesi ekonomi,
pengangguran massal, dan perubahan hubungan antara-Korea (Utara
dan Selatan). Pemerintah Korea Selatan juga telah menyediakan dana
maksimal untuk menangani pandemi COVID-19. Pada Februari-
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Maret 2020, pemerij Korea menganggarkan 2,1 miliar euro untuk
bantuan bagi usaha kecil dan menengah yang terkena dampak Covid-
19. Pemerintah kemudian menambahkan lagi USD 39 miliar sebagai
pinjaman untuk usaha kecil dan sebagai bantuan darurat bagi warganya
(B. H. Kim, 2020).

Rincian anggaran tambahan tersebut adalah sebagai berikurt: 4,1
triliun KRW (3,5 miliar USD) untuk mendukung usaha mikro dan
kecil-menengah; 3,5 triliun KRW (3,0 miliar USD) untuk menstabilkan
pekerjaan dan mata pencaharian individu; 2,1 triliun KRW (1,8 miliar
USD) untuk memperkuat sistem karantina dan pengendalian penyakit;
1,2 triliun KRW (1,0 miliar USD) untuk merevitalisasi ekonomi dan
bisnis lokal; dan 1,7 triliun KRW (1,5 miliar USD) untuk membantu
Daegu dan provinsi tetangganya. Setelah anggaran tambahan pertama
yang bersejarah dimaksudkan, untuk membiayai program bantuan
darurat rumah tangga hingga KRW 1 juta per rumah tangga. Sebanyak
14,3 triliun KRW, yang termasuk dana pemerintah daerah sebesar 1,2
triliun KRW, akan digunakan untuk program bantuan (Sungho Park &
Maher, 2020).

Dalam menghadapi pandemi covid-19, reaksi publik dan
pemerintah yang berkuasa menjadi faktor penentu bagi gagalnya
penanganan Covid-19. Respon yang lambat dan sikap remeh terhadap
hal ini menjadi masalah dan grytangan uama dalam menanggulangi
pandemi Covid-19. Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19
pada Maret 2020. Sejak saat itu, oleh para ilmuwan penanganan kasus
Covid-19 di Indonesia dinilai banyak kekurangannya (Rochmyaningsih,
2020), karena pengumuman kasus pertama oleh Indonesia dapat
dikatakan sudah terlambat. Pasalnya, setelah hal tersebut djinfarr@:an
justru terjadi lonjakan pada jumlah warga yang positif mengidap Covid-
19. Hal yang sama juga terjadi di beberapa Negara lainnya. Mietzner
(2020) melihat awalnya di Amerika Serikat, Donald Trump menilai
ancaman Covid-19 tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga pemerintah
tidak mengambil langkah serius.

Kelambanan pemerintah Indonesia dalam merespons COVID-19
juga diperparah dengan minimnya metode ilmiah dalam menangani
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kasus COVID-19. Djalante et al., (2020) berdalih bahwa pemerintah
Indonesia melalui beberapa pejabat di pemerintah pusat secara bercanda
menganggap masyarakat kebal terhadap COVID-19. Mesjsipun
Universitas Harvard telah memperingatkan dan menyarankan bahwa
Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap infeksi,
tetapi Kementerian Kesehatan Indonesia membantah fakta ini. Selain
itu, berbagai media internasional dan lembaga kesehatan asing juga
menyoroti minimnya kemampuan ilmuwan Indonesia dalam mendeteksi
dan mendiagnosis COVID-19 di kalangan warga.

Tak jauh berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki
pengalaman yang relatif lambat dalam menangani pandemi. Mengenai hal
ini, Yong (2020) menuturkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah
satu negara yang belum siap menghadapi pandemi Covid-19, walaupun
sebelumnya sudah ada wabah lainnya seperti SARS, MERS, Ebola, Zika,
dan flu HIN1 (Yong, 2020). Pernyataan Yong ini berlebihan jika melihat
pengalaman sejarah Amerika Serikat saat terjangkit wabah cacar yang
terjadi di masa lalu (Patterson 8 Runge, 2002). Cacar jangka panjang
ini membunuh jutaan orang Amerika (Behbehani, 1983). Selain cacar,
penyakit pandemik yang pernah terjadi di Amerika dan membunuh
banyak warganya adalah campak. Pada tahun 1962, warga Amerika yang
berusia 15 tahun sebanyak 90%nya terkena campak (Orenstain et al.,
2004). Influenza juga pernah menjadi wabah pada tahun 1914-1918 dan
membunuh jutaan warga Amerika (Potter, 2001). Wabah lain di Amerika
yang menyebabkan kematian cukup banyak adalah pes.

Pandemi COVID-19 dan respons Amerika Serikat terhadapnya
melahirkan banyak kepentingan dan berbagai dampak. Karena pengaturan
kelembagaan yang lemah, infrastruktur perawatan kesehatan Amerika
Serikat tidak memiliki kapasitas untuk menahan peningkatan jumlah
pasien COVID-19 (Barbaro, 2020). Tingkat infeksi meningkat, tetapi
kebutuhan untuk menghemat biaya dan peraturan sangat membatasi
ketersediaan peralatan medis secara nasional (Simonite, 2020). Alih-
alih berkomitmen sungguh-sungguh untuk membendung COVID-19,
pemerintah justru menghindarinya dengan memposisikan masalah ini

sebagai masalah asing “virus China” (Vazquez & Klein, 2020).
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Tanpa disadari, COVID-19 yang dipolitisasi sebagai masalah asing
telah menciptakan rasa krisis bersama di semua tingkar subnasional. Ada
tambal sulam kebijakan mulai dari jarak sosial sukarela hingga perintah
wajib tinggal di rumah yang tidak disetujui semua negara bagian.
Inkonsistensi institusional semacam ini mengundang kebijakan yang
lemah di satu bidang mengancam kebijakan yang lebih kuat. Bahkan
tindakan ketat seperti tindakan hukuman untuk ketidakpatuhan secara
institusional lemah dan bergantung pada tekanan sosial normatif untuk
mendorong kepatuhan (Strauss, 2020).

Trump menilai dampak pandemi Covid-19 tidak terlalu signifikan
(Beer, 2020) dan menjadikannya sebagai bahan candaan di depan publik.
Trump juga tampak tidak simpatik ketika kepada warga Amerika menjadi
korban Covid-19. Penggunaan masker hanya dianggap sebagai tindakan
sukarela. Pejabat Amerika Serikar dinilai tidak serius dalam menghadapi
ancaman Covid-19. Begitu pula dengan pemerintah federal yang dinilai
gagal melindungi warga dari masalah kesehatan dan memberikan
kesejahteraan bagi warganya (Fitzpatrick, 2020). Oleh sebab itu, Amerika
dikatakan telah kalah dalam perang melawan pandemi Covid-19.

Kegagalan selama wabah MERS pada tahun 2015 membuat Korea
Selatan membangun infrastruktur respons kesehatan dengan secara
cepat memperluas kapasitas pengujian tingkat tinggi pada minggu-
minggu pertama epidemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam dua
minggu, ribuan alat uji tersedia. Pada 29 Februari, jumlah kasus baru
yang dikonfirmasi memuncak pada 909. Tetapi hanya dalam enam hari,
jumlah ini berkurang setengahnya menjadi 438 pasien pada 5 Maret.
Pada 9 Maret 2021 semakin berkurang menjadi 248 kasus. Pada 12
Maret, Korea Selatan menguji 20.000 orang per hari, yang merupakan
tingkat pengujian per kapita tertinggi secara global (globalpolicyjournal.
com, 2020).

Salah satu tindakan kesehatan diaktifkan di rumah sakit tersier
untuk mengisolasi pasien dan mengobati kasus parah yang dikonfirmasi.
Salah satu rumah sakit tersier ini adalah Gil Medical Center (GMC),
yang terletak di Incheon (Shi, 2020). Di rumah sakit ini, para ahli medis
dan perawat sangat memperhatikan kelengkapan fasilitas pelayanan,
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seperti ruang isolasi dengan sepuluh ruangan tekanan negatif; Pusat
Triase dan Klinik Keselamatan Pernapasan; Stasiun Kontrol Pintu
Masuk; Pemantauan HCW dan Pembatasan Kerja; Pemantauan Tenaga
Kesehatan dan Pembatasan Kerja (Liu, 2020). Update harian zona bahaya
menurut laporan situasi dari WHO; dan memproduksi banyak alat
pelindung diri. Rumah sakit tersier di Korea memainkan peran penting
dalam menangani epidemi COVID-19 (Lake, 2020). Mereka juga
sering diperiksa untuk menghindari paparan ke rumah sakit. Namun,
perlindungan rumah sakit membutuhkan beberapa strategi yang harus
dilakukan secara bersamaan, dan Korea Selatan telah menunjukkan
keuletan dan pengalamannya dalam mengendalikan epidemi COVID-
19 berdasarkan tingkat penularan di negara tersebut (Lee, 2020).
Dalam kaitan ini, struktur kelembagaan, sejarah dan budaya
nasional, undang-undang negara, dan anggaran belanja negara pemerintah
Korea Selatan saling mendukung dalam menghadapi situasi ini. Dengan
demikian, wajar jika penanganan COVID-19 di Korea Selatan berhasil
menurunkan jumlah penderita COVID-19 baik bagi warga negara Korea
Selatan maupun pendatang. Saat pandemi melanda, pemerintah Korea
Selatan merespons dengan sangat cepat. Hal ini terlihat dari bagaimana
pemerintah menangani pandemi ini di masa-masa awal penyebarannya.
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BAB V

KESIMPULAN

NEGARA-negara demokrasi memiliki tantangan
tersendiri dalam menghadapi pandemi covid-19. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika
Serikat tidak mampu menjawab tantangan ini dengan
baik. Keduanya lambat dalam menanggapi situasi hingga
kritis. Sementara itu, negara demokrasi lain seperti Korea
Selatan mampu menangani pandemi dengan cepat dan
berhasil menahan penyebarannya. Demokrasi dengan
kepemimpinan e solid dan responsif serta integrasi
antara lembaga pemerintah pusat dan pemrintah
daerah, persatuan sejarah dan budaya nasional, peraturan
perundang-undangan negara, dan anggaran negara untuk
menangani wabah dan dukungan partisipasi masyarakat
dapat mengatasi covid-19. Kombinasi ini menjadi kunci
sukses, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sebaliknya,
demokrasi dengan kepemimpinan yang lemah dan tidak
responsif, serta kurangnya integrasi dalam penerapan
faktor-faktor tersebut di atas, bisa menjadi penyebab
kegagalan penanganan pandemi covid-19 seperti di dua

negara lainnya, Indonesia dan Amerika Serikat.
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/ NEGARA DEMOKRASI
/

Pandemi Covid-19

egara-negara demokrasi memiliki tantangan tersendiri

dalam menghadapi pandemi covid-19. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat tidak
mampu menjawab tantangan ini dengan baik. Keduanya
lambat dalam menanggapi situasi hingga kritis. Sementara
itu, negara demokrasi lain seperti Korea Selatan mampu
menangani pandemi dengan cepat dan berhasil menahan
penyebarannya. Demokrasi dengan kepemimpinan yang
solid dan responsif serta integrasi antara lembaga
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, persatuan
sejarah dan budaya nasional, peraturan perundang-
undangan negara, dan anggaran negara untuk menangani
wabah dan dukungan partisipasi masyarakat dapat
mengatasi covid-19. Kombinasi ini menjadi kunci sukses,
seperti yang ferjadi di Korea Selatan. Sebaliknya, demokrasi
dengan kepemimpinan yang lemah dan tidak responsif,
serta kurangnya integrasi dalam penerapan faktor-faktor
tersebut di atas, bisa menjadi penyebab kegagalan
penanganan pandemi covid-19 seperti di dua negara
lainnya, Indonesia dan Amerika Serikat.
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